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ABSTRAK  

Pembentukan kementerian pada masa Presiden Prabowo Subianto pasca 

perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang 

Nomor 61 Tahun 2024 menunjukkan dinamika baru dalam sistem presidensial, 

terutama terkait perluasan kewenangan presiden dalam menentukan jumlah dan 

susunan kementerian. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas, 

efisiensi, serta kesesuaiannya dengan konsep maṣlaḥah mursalah dalam fiqh 

siyāsah. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji apakah struktur dan jumlah 

kementerian telah mencerminkan prinsip efektivitas dan efisiensi serta sejalan 

dengan maṣlaḥah mursalah. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum yang 

digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan 

terkait kementerian negara, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, 

serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Pengumpulan bahan hukum 

dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan penarikan kesimpulan secara 

deduktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan dan penataan 

kementerian pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara yuridis 

memiliki ldanasan hukum yang sah. Namun, dari perspektif efektivitas dan 

efisiensi, kebijakan tersebut belum sepenuhnya didasarkan pada indikator yang 

jelas dan terukur, sehingga berpotensi menimbulkan pembengkakan birokrasi, 

tumpang tindih kewenangan, serta peningkatan beban anggaran negara. Dalam 

perspektif fiqh siyāsah, pembentukan kementerian dapat dibenarkan berdasarkan 

prinsip maṣlaḥah mursalah selama bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan 

umum dan tidak bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Akan tetapi, 

kemaslahatan tersebut sangat bergantung pada implementasi prinsip efektivitas dan 

efisiensi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. 

Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar pembentukan dan penataan 

kementerian dilakukan secara proporsional, dengan memperhatikan kebutuhan riil 

penyelenggaraan pemerintahan, kejelasan indikator efektivitas dan efisiensi, serta 

kemampuan keuangan negara. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala terhadap 

kinerja kementerian untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memastikan 

bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan publik 

dan kemaslahatan umum. 
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